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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
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10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5888)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419);



17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2009 Nomor 17);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2010 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dearah Kabupaten Kotabaru Nomor
20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten
Kotabaru tahun 2022 nomor 20);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kotabaru.
Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Bupati menetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), merupakan Penjabaran dari RKPD Tahun 2024.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.



BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Peyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dengan Sistematik
sebagai berikut:
a. PENDAHULUAN;
b. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
c. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
d. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; DAN
e. PENUTUP.
(2) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 7 AGUSTUS 2023

Diundangkan di Kotabaru
Pada tanggal 7 AGUSTUS 7073

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 52
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LLAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 579 TAHUN 2027
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Inspektorat
Badan Perencanaan dan Pcmbangunaﬁ Daerah
Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan Dacrah 7

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
'Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rél‘{rya—trrﬁa}ﬁféﬁﬁ -
Dinas Pendidikan dan chddéyéar; - '
Dinas Kesehatan B S
‘Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -
Dinas Ketenégék'cfjaaniaah —’I‘;;anfé;n’igriaisii -
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian J
Penduduk dan KB

Dinas Liingkungrafthidu;»)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Pcmbcrdayéari Mé.sy‘araka-tiﬁd‘éh Desa
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi, Perindusterian dan Perdagangan

[ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu -
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ‘ '

} Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

\ Dinas Perikanan



NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH A
25 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian “‘f[
26 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran {
27 | Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan 7_'6%
28 | Dinas Sosial ’
29 | Rumah Sakit Umum |
30 | Kecamatan Hampang N
31 | Kecamatan Pamukan Utara

32 | Kecamatan Pamukan Barat N
33 | Kecamatan Pamukan Selatan -
34 | Kecamatan Sungai Durian

35 | Kecamatan Sampanahan

36 | Kecamatan Sembilan T
37 | Kecamatan Kelumpang Utara

38 | Kecamatan Kelumpang Selatan

39 | Kecamatan Kelumpang Hulu

40 | Kecamatan Kelumpang Tengah

41 | Kecamatan Kelumpang Barat g
42 | Kecamatan Kelumpang Hilir

43 | Kecamatan Pulau Sebuku

44 | Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

45 | Kecamatan Pulau Laut Selatan

46 | Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar

47 | Kecamatan Pulau Laut Barat

48 | Kecamatan Pulau Laut Tengah

49 | Kecamatan Pulau Laut Utara

50 | Kecamatan Pulau laut Sigam

51 | Kecamatan Pulau Laut Timur




PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang disusun oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kotabaru adalah merupakan rencana tahunan yang berjangka 1 (satu)
tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Kotabaru tahun 2024.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode satu 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana
Stategis Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
2021-2026.

Renja Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2024 memberi gambaran mengenai program, kegiatan,
sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan
dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran
pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini juga
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotabaru selama Tahun Anggaran 2024, dan sebagai
pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun
institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan
aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas
yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju
Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta

sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

| RENCANA KERJA (RENJA) 2024 - BAB |



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen
rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program
dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan
tahunan daerah pada umumnya.

Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi
terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan
utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas
seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan
kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah, untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah
Kabupaten Kotabaru maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai Sub Sistem dari
penyelenggaraan Pemerintah dituntut mampu menjabarkan visi tersebut
yang mana setiap tahun diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja).
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024
ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang akan
datang.

Bagan alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat

dilihat dari bagan berikut ini.

| RENCANA KERJA (RENJA) 2024 - BAB |



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Gambar 1.1

Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini.
Gambar 1.2

keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan
lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD
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RPIP RPIM . RKP R .
Daerah Daerah | Dijabarkan '| Daerah *| RAPBD [—| APBD
Bahan
Bahan
Pedoman Discu
Y
Pedoman ]
Renstra | _____. » Ren]a ________ > RKA - DPA
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

5

Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 merupakan rencana

kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

Undang-Undang

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

| RENCANA KERJA (RENJA) 2024 - BAB |



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 16).

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

| RENCANA KERJA (RENJA) 2024 - BAB |



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42)

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7 | RENCANA KERJA (RENJA) 2024 - BAB |
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5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889

Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan
Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009 Nomor 17);

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2010 Nomor 05);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Kabupaten Kotabaru
Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah
Kabupaten Kotabaru tahun 2022 Nomor 20);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
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Peraturan Bupati

1.

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman
dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 — 2026;

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 176)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Buapati Kotabaru Nomor
2 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru
Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2023 Nomor 2);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2022 Nomor 186).

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2023 Nomor 52).
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Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru
Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (RENSTRA) 2021 — 2026 Tahun ke-3.

2. Sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang
merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target
capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan
pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan
perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru;

3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan
tahunan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan
tahunan daerah (RKPD); dan

4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
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Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2024 secara garis
besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB |. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan

Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan RKPD, Renstra OPD,

dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya serta mengatur tentang SOTK,

kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan penulisan Renja OPD serta susunan garis

berar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
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BAB Ill. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rumusan Program dan Kegiatan

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BABYV PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting serta rencana

tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja BKPSDM.
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BAB I
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah

dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah,

serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

13

LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap
evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2021 dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2022 dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan
realisasi program dan Kkegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun

sebelumnya.

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mengelola 3 Program, 13 Kegiatan,

dan 45 Sub Kegiatan yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Dengan Rincian Sub Kegiatan :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja
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